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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil 

Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987. 

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap 

ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa 

Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa 

Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai 

berikut. 

1. Konsonan 

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, Dalam translitersi itu sebagian dilambangkan dengan 

huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan 

dengan huruf dan tanda sekaligus 

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin. 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ح

Ha (dengan titik di 

bawah) 
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z د

Zei (dengan titik di 

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Sad s ص

Es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad D ض

de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta T ط

Te (dengan titik di 

bawah) 

 Za Z ظ

Zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ Koma terbalik diatas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah  Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal 

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang 

ا  = a   ا = a 

ا  = i  ا ي = ai  ي = i 

ا  = u  او = au  او = u 

 

3. Ta Marbutah 

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ 

Contoh : 

 ditulis mar’atun jamilah      مر اة جميلة    

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ 

Contoh : 

فاطمة                  ditulis Fatimah 
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4. Syaddad (tasydid geminasi) 

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dnegan 

huruf yang diberi tanda syaddad  tersebut. 

Contoh 

ربنا              ditulis             rabbana 

البر              ditulis             al-birr 

5. Kata sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah”ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan hururf yang sama dengan 

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

 Contoh: 

 ditulis Asy-syamsu الشمس

 ditulis ar-rojulu الرجل

 ditulis As-sayyidah السيدة

 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah”ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti 

dan dihubungkan dengan tanda sempang 

Contoh : 

 ditulis al-qamar القمر

 ditulis al-badi البديع

 ditulis al-jalal الجلال
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6. Huruf Hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika 

hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu 

ditransliterasikan dengan apostrof /’/ 

Contoh 

 ditulis Umirtu امرت

 ditulis Syai’un شيء
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MOTTO 

 

Yang terbaik tak selalu tentang hal-hal yang kita inginkan. Tapi, meski tak sesuai 

harapan, di sana pasti akan selalu ada kebaikan. Hujannya akan membuatmu 

tumbuh. Ujiannya akan membuatmu semakin tangguh. 

@kangihsan_ 
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Abstrak 

 

 KUKUH DANAR FAREZA (2014115006), “Penyelesaian Sengketa 

Gadai Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran Di Pegadaian 

Kantor Cabang Ponolawen Kota Pekalongan dalam Perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah’’. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Tahun 

2021. 

 Pegadaian kantor cabang Syariah Ponolawen sebagai salah satu lembaga 

keuangan penyalur dana kredit bagi masyarakat memberikan pinjaman kepada 

debitur setelah ada barang jaminan (marhun). Akan tetapi dalam hal ini kegiatan 

penyalur dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan dengan baik, ada 

kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang disepakati 

(wanprestasi), yaitu dimana debitur tidak dapat melunasi pinjamannya. Maka, 

kreditur dalam hal ini Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen berhak 

melelang barang jaminan (marhun) dari debitur. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui penerapan Hukum Islam terhadap lelang barang jaminan nasabah 

akibat ketidak mampuan nasabah membayar angsuran di Pegadaian Syariah 

Kantor Cabang Ponolawen.  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field research) yang dilakukan di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ponolawen. 

Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di 

mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisansi. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan praktik lelang gadai di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ponolawen 

bagi nasabah yang tidak bisa melunasi hutang gadai dimana sebelum dilakukan 

lelang gadai, pihak Pegadaian Syariah kantor cabang Ponolawen melakukan 

komunikasi via telepon, sms ataupun melakukan kunjungan kerumah nasabah 

untuk memberikan tanggapan. Apabila nasabah tidak memberikan tanggapan 

maka akan mendapatkan surat peringatan I, II dan III. Selanjutnya, pihak 

Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen memberitahukan pelelangan barang 

jaminan dan dilakukan permusyawaratan. Pelaksanaan lelang barang jaminan 

nasabah akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran akan dilelang 

secara terbuka dan umum untuk masyarakat layak. Dari analisis yang dilakukan, 

bahwa praktik lelang gadai di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ponolawen 

dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan tetapi Praktik jual beli 

borongan yang dilakukan oleh pihak PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah 

Ponolawen dapat merugikan kedua belah pihak karena harga barang yang tidak 

menentu mengikuti harga pasaran dan kualitas barang yang dijual-belikan dan 

kerugian dari hasil penjualan apabila mengalami kekurangan itu menjadi resiko 

bagi nasabah. 

 

Kata kunci: Hukum Islam, Gadai, Lelang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pegadaian merupakan salah satu jasa keuangan pemerintah. Salah satu 

jasa keuangan yang berbasis syariah adalah Pegadian Syariah, yaitu lembaga 

keuangan yang dalam transaksinya menggunakan prinsip-prinsip keislaman dan 

tanpa bunga riba.1 Salah satu pegadaian di pesisir utara jawa adalah Pegadaian 

Kantor Cabang Syariah Ponolawen, adanya Pegadaian Kantor Cabang Syariah 

Ponolawen ini diharapkan dapat menekan angka praktik riba atau rentenir di 

wilayah Pekalongan dan sekitarnya.  

Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen sebagai salah satu 

lembaga keuangan penyalur dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan 

dengan baik, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan 

waktu yang disepakati (wanprestasi). Dalam praktiknya masih saja ada nasabah 

yang tidak membayar pelunasan atau angsuran tersendat pada jatuh tempo yang 

sudah ditetapkan. 

Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen memberikan pinjaman 

kepada debitur, setelah ada barang jaminan (marhun). Salah satu contoh dari 

permasalahan yang terjadi di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen, 

dimana debitur tidak dapat melunasi pinjamannya, maka kreditur dalam hal ini 

Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen berhak melelang barang jaminan 

(marhun) dari debitur. Pada kenyataannya, tidak semua barang jaminan ditebus 

                                                 
1 Adrian Sutedi, Hukum Gadai.., Hlm. 56. 
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oleh debitur, sehingga barang dari debitur akan dilelang oleh Pegadaian Kantor 

Cabang Syariah Ponolawen.  

Dalam menjalankan roda perusahaan tidak semudah yang dibayangkan. 

Dimana tugas pegadaian terkadang kesulitan dalam menemui debitur yang 

mempunyai barang jaminan yang nantinya akan dilelang, dimana barang 

tersebut barang yang tidak laku karena penawaran lebih rendah dari pinjaman 

maupun barang dengan taksiran terlalu tinggi.2 Jika terjadi seperti itu, maka 

pegadaian akan mengkaji ulang selama tiga bulan, jika dalam waktu tiga bulan 

tidak ada perpanjangan atau kejelasan dari nasabah, maka pegadaian akan 

menjual secara borongan karena ini sebagai langkah terahir dari pegadaian 

untuk melunasi hutang yang masih tersisa walaupun dalam jual borongan itu 

harga akan mengalami penurunan.3 

Menurut hukum Islam yang berlaku dalam praktik gadai syariah adalah 

harus ada kejelasan dalam praktik lelang gadai pada nasabah bermasalah yang 

tidak dapat menyelesaikan angsuran pada jatuh tempo, yaitu melakukan lelang 

gadai secara transparan dan diketahui oleh kedua belah pihak. 

Dari berbagai kasus yang peneliti temukan oleh beberapa pihak yang 

telah melakukan praktik gadai di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen, 

maka kasus tersebut membuat penulis tertarik untuk membahas masalah ini 

kedalam skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Gadai Akibat 

Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran di Pegadaian Kantor 

                                                 
2 Syamsul Efendi, Pegawai PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen, Wawancara 

Pribadi, Pekalongan, 6 Januari 2020. 
3 Syamsul Efendi, Pegawai PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen, Wawancara 

Pribadi, Pekalongan, 6 Januari 2020. 
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Cabang Syariah Ponolawen Kota Pekalongan dalam Perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa gadai akibat ketidakmampuan 

nasabah membayar angsuran di pegadaian kantor cabang syariah ponolawen 

kota pekalongan dalam perspektif hukum ekonomi syariah? 

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap lelang barang jaminan akibat 

ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di pegadaian kantor cabang 

syariah ponolawen kota pekalongan dalam perspektif hukum ekonomi 

syariah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Merujuk dari latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka, 

tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk menggali prosedur penyelesaian sengketa gadai akibat 

ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di pegadaian kantor cabang 

syariah ponolawen kota pekalongan dalam perspektif hukum ekonomi 

syariah? 

2. Untuk menggali tinjauan hukum Islam terhadap terhadap lelang barang 

jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di pegadaian 
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kantor cabang syariah ponolawen kota pekalongan dalam perspektif hukum 

ekonomi syariah? 

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat berguna, baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Secara Teoretis 

Secara teoritis diharapkan dapat berguna sebagai rujukan dan wawasan 

kepada akademisi tentang wacana kurikulum di bidal Fiqih Muamalah tentang 

hukum transaksi di bidang gadai dan lelang dan tinjuan hukum Islam tentang 

barang jaminan terhadap ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di 

Pegadaian Syariah. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai pemahaman kepada 

masyarakat umum tentang tata cara pelaksanaan lelang barang pada nasabah 

yang tidak mampu membayar di pegadaian syariah. 

 

E. Tinjuan Pustaka 

1. Landasan Teoretis 

a. Gadai 

Gadai dalam bahasa Belanda berarti Pond, atau pada bahasa Inggris 

berarti Pawn. Gadai adalah sebuah perjanjian yang dibuat antara nasabah 

dan petugas gadai, dimana terjadi transaksi barang yang ingin digadaikan 
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untuk melunasi sejumlah hutang.4 Fiqih Muamalah, menyebut Rahn yang 

artinya barang yang digadaikan menyimpan suatu barang sebagai 

tanggungan hutang.5 

Dalam pandangan Islam, akad memberikan ikatan secara hukum 

apabila terpenuhi syarat, sesuai dengan ketentuan syara.6. Adapun syarat 

gadai ialah Pertama, adanya para pihak yang terliba dalam perjanjian rahn, 

yaiu rahn dan murtahin. Kedua, adaya sighat, ketigam adanya Marhun Hi 

(Hutang). Dan yang keempat, adanya Al- Marhun yaitu barang yang 

digadaikan. Dan dalam proses transaksi gadai ada beberapa rukun yang 

harus diperhatikan antara lain; adanya ijab dan qabul antara yang 

menggadai, dan barang yang dijaikan gadai.7 

Dalam bentuk perjanjian ini, orang yang berutang wajib melunasi 

sebelum jatuh tempo. Untuk pengembalian pelunasan bisa bersifat suka 

rela dan keikhlasan jika ingin menambahkan.8 

Dalam Praktik gadai pasti ada barang yang dijaminkan sebagai barang 

yang digadai. Barang jaminan tersebut berupa motor, surat-surat berharga, 

emas, dan barang lainnya yang mempunyai harga jual tinggi. Untuk 

anggunan tidak harus diserahkan bisa juga hanya berupa surat-surat 

berharga, dan barangnya sebagai bukti dalam proses.9 

                                                 
4 Salim, Perkembangan HukumJaminan…,Hlm.34. 
5 Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta:PT SINAR GRAFIKA,2016), Hlm.1 
6 Mustafa Ahmad, Fiqih Muamalah, (Jakarta;PT Gaya Media Pratama,2000), Hlm.98. 
7 Andri Soemaitra, Bank dan Lembaga Keungan Syariah, (Jakarta:Kencana Prenada Media 

Group,2009), Hlm.396. 
8 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung:Alfabera,2011), Hlm.230. 
9 Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia 

(Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 241 
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Didalam pegadaian Syariah, adakalanya nasabah tidak bisa menepati 

janjinya, yang sudah disepakati bersama. Sehingga wanprestasi akan 

diberikan kepada nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai 

dengan apa yang sudah disepakati. Jika itu terjadi seperti itu, maka 

pegadaian berhak melakukan pelelangan barang. Namun, bila barang 

tersebut tidak ditebus pada waktu yang sudah ditentukan, maka barang itu 

akan dijual atau lelang secara terbuka. 

b. Lelang 

Pengertian lelang dalam Kepmenkeu nomor 304/ KMK.01/2002 

tentang petunjuk pelaksanaan lelang pasal 1 ayat (1), menjelaskan 

penjualan secara terbuka untuk kalangan umum baik melalui media 

elektronik melalui sistem penawaran yang tertinggi dari pelelang. Jual beli 

lelang dalam ilmu fiqih disebut dengan bai al muzzayadah yaitu penjualan 

dengan menambahkan harga tertinggi. 

3. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menyajikan penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini. Dari berbagai macam penelusuran sejumlah literatur 

terdapat beberapa karya sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Parita 

Yuliana, 

2017, 

“Tinjauan 

Hukum Islam 

terhadap 

Di Pegadaian 

Syariah 

Purwokerto ada 

salah satu pihak 

yang melakkukan 

wanprestasi, yaitu 

Dalam penelitian 

ini mempunyai 

persamaan 

membahas 

tentang lelang 

barang dari 

Perbedaan 

dalam 

penelitian ini 

adalah fokus 

masalah pada 

penarikan 
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Penarikan 

Barang 

Jaminan 

Akibat 

Ketidakmamp

uan Nasabah 

Membayar 

Angsuran” 10 

dengan melakukan 

penarikan barang 

jaminan yang telah 

dilakukan 

wanprestasi karena 

nasabah tidak 

mampu membayar 

hutang pada waktu 

yang telah di 

sepakati. 

nasabah karena 

mengalami 

ketelambatan 

(wanprestasi). 

prosedur 

barang 

jaminan 

bukan pada 

prosedur 

lelang barang 

jaminan 

seperti yang 

akan 

dilakukan 

oleh penulis. 

2 Uci Hardaika 

Sari, 2018, 

“Tinjauan 

Hukum Islam 

Terhadap 

Lelang Hak 

Tanggungan 

Atas 

Penyelesaian 

Pembiayaan 

Macet di 

BPRS Harta 

Insan 

Karimah 

Yogyakarta”
11 

Penelitian ini 

menujukkan secara 

Islam tidak 

dibenarkan, jika 

nasabah tidak 

membayar hutang, 

maka akan 

mendapatkan 

denda secara 

adminitrasi  

Persamaan 

dalam penelitian 

ini adalah 

mengenai 

prosedur lelang 

barang jaminan 

pada nasabah 

yang wanprestasi 

sehingga 

dilakukan proses 

lelang barang 

sebagai jalan 

terakhir 

penyelesaian 

kepada nasabah. 

Perbedaan 

dalam 

penelitian ini 

adalah objek 

penelitian 

yang 

dilakukan 

dimana 

penulis fokus 

pada 

pegadaian 

syariah, 

sedangkan 

penelitian ini 

fokusnya 

pada bank 

syariah. 

Letak 

permasalahan 

juga berbeda 

yaitu pada 

nasabah yang 

macet yang 

dilihat dari 

jenis faktor 

karakter dan 

jenis faktor 

yang lain 

yang 

                                                 
10 Parita Yuliani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat 

Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran” Skripsi, (Purwokerto: Perpustakaan IAIN 

Purwokerto, 2018), Hlm. 88. 
11 Uci Hardika Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Hak Tanggungan Atas 

Penyelesaian Pembiayaan Macet di BPRS Harta Insan Karimah Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: 

Perpustakan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), Hlm 90-91. 
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mempengaru

hi 

pembiayaan 

macet. 

Sedangkan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

tentang gadai 

yang tidak 

mampu 

membayar 

oleh nasabah. 

3 Siti Farihah, 

2017, 

“Analisis 

Pelaksanaan 

Lelang Benda 

Jaminan 

Gadai 

Berdasarkan 

Fatwa Dewan 

Syari’ah 

Nasional 

No.25/DSN-

MUI/III/2002 

Tentang Rahn 

di Pegadaian 

Syari’ah 

Cabang 

Majapahit 

Semarang”12 

Dalam praktiknya 

di Pegadaian 

Syariah Majapahit 

Semarang tidak 

sesuai dengan 

syarat gadai 

menurut syariah 

yang mana 

seharusnya dalam 

melakukan prakik 

tersebut salah satu 

pihak tidak boleh 

merugikan pihak 

lain. Tetapi dalam 

penelitian ini ada 

salah satu pihak 

yang dirugikan 

karena ketika 

barang gadai itu di 

jual dan hasil dari 

penjualannya tidak 

dapat untuk 

melunasi hutan, 

maka pihak 

Murtahin tidak 

meminta 

kekurangannya. 

Persamaan 

dalam penelitian 

ini adalah 

mengenai lelang 

barang jaminan 

gadai akibat 

Rahin tidak bisa 

melakukan 

pelunasan hutang 

gadai yang sudah 

jatuh tempo. 

Penelitian yang 

akan penulis 

lakukan juga 

akan membahas 

bagaimana lebih 

lanjut barang 

jaminan gadai 

yang dilelang 

karena 

ketidakmampuan 

dalam membayar 

atau melunasi 

hutang gadai 

yang sudah jatuh 

tempo. 

Perbedaan 

dalam 

penelitian 

adalah 

terletak pada 

sebuah dasar 

hukum yang 

digunakan 

oleh fatwa 

DSN 

NO.25/DSN-

MUI/III/2002 

, sedangkan 

dalam 

penelitian ini 

menggunaka

n tinjuan 

hukum Islam 

yang secara 

umum tidak 

meninjau 

pada segi 

pelaksanaan 

suatu hukum 

yang sudah 

ditetapkan. 

Penelitian ini 

membahas 

bagaimana 

                                                 
12 Siti Farihah, “Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa 

Dewan Syari’ah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di Pegadaian Syari’ah Cabang 

Majapahit Semarang”Skripsi”, (Semarang : Perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo 

Semarang, 2017). Hlm. 78-79. 
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prosedur itu 

berjalan 

dalam 

aplikasi pada 

nasabah yang 

tidak mampu 

pada gadai. 

4 Fathurrokhma

n 2017, 

“Tinjauan 

Hukum Islam 

Terhadap 

Sistem Lelang 

HP Jaminan 

Gadai (Studi 

Kasus pada 

Konter HP di 

Jalan Moses 

Yogyakarta)”
13 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan, 

bahwa didalam 

penyelesaian hutan  

terjadi 

ketidakmampuan 

untuk 

mengembalikan 

pinjamannya 

sehingga ia 

memberikan izin 

kepada pihak gadai 

untuk menjual 

barang atau 

melelangnya 

sebagai pelunas 

hutang. 

Persamaan 

dalam penelitian 

ini dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

oleh penulis 

adalah 

membahas 

tentang 

mekanisme 

pelelangan 

barang jaminan 

atau gadai pada 

nasabah tidak 

mampu 

membayar 

Dalam 

penelitian ini 

membahas 

tentang 

lelang gadai 

hp di salah 

satu konter 

hp, 

sedangkan 

penelitian 

yang penulis 

lakukan 

adalah 

membahas 

nasabah 

gadai yang 

tidak mampu 

membayar 

sehingga 

dilakukan 

pelelangan 

barang di 

Pegadaian 

Kantor 

Cabang 

Syariah 

Ponolawen 

 

  

                                                 
13 Fathurrokhman “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Lelang HP Jaminan Gadai 

(Studi Kasus pada Konter HP di Jalan Moses Yogyakarta)”, Skripsi, (Yogyakarta : Perpustakaan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), Hlm 90-91. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan dari 

mencatat, mengkelompokan dan menjaring dan menyatukan data yang 

diperoleh dari lapangan yaitu di Pegadaian Kantor Cabang Syariah 

Ponolawen.14 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu jenis 

penelitian yang bukan mengambarkan angka-angka melainkan menceritakan 

sebuah fenomena yang terjadi dari lapangan. Metode yang digunakan untuk 

menggambarkan fenomena yang terjadi pada Pegadaian Kantor Cabang 

Syariah Ponolawen yaitu nasabah yang bermasalah pada gadai barang. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber untuk 

memperoleh informasi; 

a.  Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung 

dari subyek penelitian, sumber data dari penelitian ini adalah wawancara 

dengan Ka.Bag, Pemasaran, Account Officer (AO) dan nasabah yang 

bermasalah yaitu nasabah yang tidak mampu membayar angsuran gadai di 

Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen setelah dilakukan dengan 

cara observasi dan wawancara. 

  

                                                 
14 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), hlm. 10. 
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b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan 

baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain. Sumber data dari 

penelitian ini adalah dokumen, buku referensi, jurnal, media masa, dan 

media elektronik yang relevan yang berkaitan dengan pembahasan 

penelitian ini. 

3. Subjek, Objek dan Informan Penelitian 

a.  Subjek 

Nasabah gadai yang tidak mampu membayar gadainya di Pegadaian 

Kantor Cabang Syariah Ponolawen. 

b. Objek 

Lelang barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar 

angsuran. 

c.  Informan Penelitian 

Nasabah dan Pegawai Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen. 

Teknik penentuan informan kunci untuk memperoleh data dari nasabah 

dengan menggunakan teknik purposive sampling dimana peneliti 

membuat kriteria sebagai berikut : 

1) Nasabah yang tidak mampu membayar angsuran selama tiga bulan 

berturut-turut. 

2) Nasabah yang hutang di atas nominal Rp 10.000.000. 
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4. Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara 

Menanyakan kepada informan tentang sebuah fenomena yang terjadi 

dengan teks lampiran atau tidak.15 Teknik wawancara digunakan untuk 

mengetahui informasi dan dibutuhkan dalam penelitian ini pihak yang 

diwawancarai adalah Ka.Bag.Pemasaran, Account Officer (AO) dan 

Nasabah yang bermasalah dalam membayar angsuran di Pegadaian Kantor 

Cabang Syariah Ponolawen. 

b. Observasi 

Observasi dilakukan untuk melakukan pengamatan dan meninjau 

lapangan untuk mencari informasi tentang teknis pelaksanaan lelang 

barang jaminan pada nasabah yang bermasalah karena tidak mampu 

membayar angsuran di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dibutuhkan untuk menghimpun berkas dari segi bentuk 

data-data dokumentasi bisa berupa naskah-naskah, foto-foto dan video 

atau rekaman dari penelitian. 

5. Kredibilitas Data 

Agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai 

penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan uji kredibilitas data. Adapun uji 

kredibilitas data yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut; 

                                                 
 15 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998 ), 

h.85 
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a.  Uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang 

disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak 

meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan dengan pengamatan 

kembali ke lapangan, melakukan observasi, wawancara lagi dengan 

sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Hal ini 

dilakuakn untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada 

pengujian terhadap data yang diperoleh dari Pegadaian Kantor Cabang 

Syariah Ponolawen. 

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian, salah satu cara untuk 

mengontrol atau mengecek pekerjaan apakah data yang dikumpulkan, 

dibuat dan disajikan sudah benar atau belum. Cara yang penulis akan 

lakukan dalam membacar berbagai referensi, buku, hasil penelitian 

terdahulu dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian yang 

dilakukan sebagai bahan perbandingan ditemui di Pegadaian Kantor 

Cabang Syariah Ponolawen. Dengan demikian, maka peneliti semakin 

cermat dalam membuat laporan penelitian yang berkualitas dan sistematis. 

c.  Triangulasi dilakukan sebagai pengecekan dari berbagai sumber dengan 

berbagai waktu. Triangulasi yang peneliti lakukan adalah berupa 

triangulasi sumber, teknik, data dan waktu. 

1) Triangulasi sumber, peneliti lakukan untuk menguji kredibilitas data 

dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengecekan pada sumber di 

Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen, peneliti menemui dan 
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mewawancara para nasabah dan pegawai untuk mendapat data-data 

yang akurat tentang lelang barang jaminan akibat ketidakmampuan 

nasabah membayar angsuran di Pegadaian Kantor Cabang Syariah 

Ponolawen. 

2) Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini peneliti 

melakukan teknik kombinasi antara observasi dan wawancara dan juga 

berupa pengumpulan data bersumber dari dokumen gadai yang ada di 

Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen agar mendapatkan data 

yang valid dan benar. Kemudian dilakukan diskusi lebih lanjut kepada 

sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang 

dianggap benar dan valid. 

3) Triangulasi waktu, yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk teknik 

wawancara di berbagai waktu hari pada saat narasumber masih segar, 

sehingga dapat memberikan data yang lebih kredibel. Selanjutnya 

peneliti melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi. Teknik 

waktu ini peneliti akan dilakukan secara berulang-ulang untuk 

mendapatkan data yang akurat dan benar. 

d. Menggunakan bahan referensi, sebagai bahan tambahan dalam penelitian 

ini adalah berupa buku-buku, hasil penelitian terdahulu yang bisa 

mendukung data dalam penyusunan laporan penelitian ini agar tersusun 

secara sistematis dan benar. 
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e.  Mengadakan membercheck, teknik ini digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi 

data. Peneliti ingin mengetahui informasi yang diperoleh dari informan di 

Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen. Jadi tujuan membercheck 

ini adalah agar informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan 

laporan ini. 

6. Teknik Analisa Data 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka dalam 

penelitian ini mengunakan teknik analisa data kualitatif, model interaktif. 

Adapun langkah-langkah sebagai berikut; 

a.  Pengumpulan data, proses pengumpulan data penelitian. Pada tahap ini 

peneliti, mengumpulkan data terlebih dahulu yang didapatkan dari hasil 

observasi, wawancara yang telah dilakukan dan dari dokumentasi yang 

telah ada sebelumnya. 

b. Reduksi data, proses ini adalah penggabungan dan penyeragaman segala 

bentuk data yang diperoleh menjadi suatu bentuk tulisan yang akan 

dianalisis. 

c.  Penyajian data, hal ini data yang diperoleh disajikan dalam bentuk daftar 

kategori setiap data yang akan didapatkan dengan bentuk naratif. 
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d. Penarikan kesimpulan, proses ini dilakukan setelah melewati proses 

reduksi data dan penyajian data, sehingga dapat disimpulkan. Namun 

kesimpulan sementara ini masih dapat diuji dengan data di lapangan.16 

 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini agar mudah dalam penyusunan dan 

penyajian data, maka perlu disusun secara sistematis. Berikut ini adalah 

sistematika penulisan dalam penelitian ini: 

Bab I : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjuan pustaka, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II : Konsep dalam Gadai Syariah dan Lelang Syariah membahas 

tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, terdiri dari dua sub, sub 

pertama membahas gadai syariah yang isinya pengertian gadai syariah, dasar 

hukum gadai syariah, syarat dan rukun rahn, prosedur gadai syariah. Sub kedua 

membahas lelang yang isinya pengertian lelang, dasar pelelangan barang 

jaminan, jenis-jenis lelang, pihak-pihak dalam  pelelangan barang jaminan, dan 

tata cara pelelangan barang. 

Bab III : Lelang barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah 

membayar angsuran di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen, meliputi 

                                                 
16 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 

2011), Hlm.222. 
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gambaran umum Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen, prosedur 

lelang barang jaminan di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen. 

Bab IV : Tinjauan Hukum Islam terhadap lelang barang jaminan akibat 

ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di Pegadaian Kantor Cabang 

Syariah Ponolawen, membahas tentang analisis prosedur lelang barang 

jaminan di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen dan analisis tinjauan 

hukum Islam terhadap lelang barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah 

membayar angsuran di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen. 

Bab V : Penutup, berisi tentang simpulan hasil penelitian dan saran untuk 

pengembangan keilmuan tentang pelaksanaan lelang barang jaminan di 

Pegadaian Syariah khususnya di Pekalongan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Proses pelaksanaan lelang barang jaminan gadai nasabah yang tidak mampu 

melunasi hutang dan angsuran dilakukan oleh PT Pegadaian Kantor Cabang 

Syariah Ponolawen dengan lelang terbuka secara umum untuk masyarakat 

layak. Sebulan sebelum dilakukan pelelangan gadai akan diumumkan pada 

papan pengumuman di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen. 

Jenis lelang yang dilakukan adalah lelang harga naik dan lelang harga turun 

dimana yang dipandu oleh pihak pengadilan agama negeri dan pihak 

penaksir dari PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen. Pelaksanan 

lelang gadai syariah di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen 

berlandasankan Al Quran dan Hadits dan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

No.25/DSN-MUI/III/2002 dan berpedoman secara PJOK Nomor 

31/PJOK.05/2016. 

2. Terkait praktik di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen ketika 

rahin tidak lagi mampu untuk melunasi hutangnya ataupun mengambil 

barangnya maka pihak pegadaian langsung melelang barang jaminan 

tersebut. Maksud dari penjualan tersebut adalah sebagai upaya dalam 

pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi. 

Berdasarkan praktiknya kaidah fiqih tentang muamalah yang berkaitan 

dengan hal tersebut adalah sebagai berikut : 
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هُوَجَائِز ٌ
َ
وْمِنْ مُقْتَضَاهُ ف

َ
حَةِ العَقْدِ أ

َ
انَ مِنْ مَصْل

َ
رْطٍ ك

َ
لُّ ش

ُ
ٌك

Artinya: “Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad 

tersebut maka syarat tersebut diperbolehkan”. 

 

Kaidah fiqh tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa apabila 

barang gadai yang tidak ditebus dalam waktu sekian bulan, maka penerima 

gadai berhak menjualnya. Jika barang gadai itu tidak laku maka pihak 

Pegadaian akan melakukan jual beli borongan yang mana hal itu akan 

merugikan salah satu pihak. Dalam praktiknya hal ini PT Pegadaian Kantor 

Cabang Syariah Ponolawen tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam dan 

sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

No.25/DSNMUI/III/2002 karena merugikan salah satu pihak.  

B. Saran 

Guna meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme berkerja 

maka penulis memberikan rekomendasi kepada PT Pegadaian Kantor Cabang 

Syariah Ponolawen antara lain lain: 

1. Untuk meningkatkan komunikasi pelayanan kepada nasabah sebaiknya 

petugas account officer melakukan visit home minimal 1 bulan sekali guna 

memperhatikan angka keterlambatan angsuran dan pelayanan kepada 

nasabah. 

2. Harusnya adanya gerak cepat dan perluasan informasi dalam penyampaian 

pengumuman pelelangan barang gadai tidak hanya sekitar Pekalongan kota 

saja tapi luar kota bisa mengikuti. 
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3. Untuk tempat bisa dilakukan diluar pegadaian syariah agar dapat 

memaksimal konsumen yang akan mengikuti lelang syariah di PT 

Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen. 
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Pedoman Wawancara 

1. Apa yang dilakukan pihak PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah 

Ponolawen kepada nasabah yang angsurannya macet? 

2. Apa bila ada kelebihan dari lelang barang jaminan uang kelebihan itu akan 

jadi hak nasabah atau akan masuk ke Pegadaian? 

3. Bagaimana prosedur lelang barang jaminan nasabah yang tidak mampu 

melunasi angsuran di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen? 

4. Bagaimana tindakan pihak PT. Pegadaian Kantor Cabang Syariah 

Ponolawen terhadap nasabah yang tidak mampu melunasi hutang gadai? 

5. Bagaimana sistem lelang di Pegadaian Kantor Cabang Syariah 

Ponolawen? 

6. Kapan waktu dan tempat lelang itu dilakukan? 

7. Apa bedanya Pegadaian Syariah dan Konvensional? 

8. Apa yang dilakukan pihak PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah 

Ponolawen apabila surat peringatan yang sudah di berikan kepada nasabah 

tetapi tidak di respon? 

9. Apakah ada surat pemberitahuan sebelum pelelangan barang? 

10. Apa saja produk-produk di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen? 



Transkip Wawancara 

Nama  : Diah Purnawati 

Jabatan : Kepala Cabang Pegadaian Syariah Ponolawen 

1. Apa yang dilakukan pihak PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah 

Ponolawen kepada nasabah yang angsurannya macet? 

Jawab : Dari jumlah nasabah yang begitu banyak, akan kami prioritas 

penyelesaian melalui lelang ada pada posisi yang macet. Kalau kurang 

lancar itu masih bisa diberikan pembinaan diselesaikan dengan secara 

kekeluargaan tapi jika macet total, maka proses selanjutnya kami 

berikan SP 1,2, dan 3 apabila peringatan tersebut tidak diperhatikan 

maka kami dari pihak PT. Pegadaian Kantor Cabang Syariah 

Ponolawen akan melakukan eksekusi penyitaan bagi bentuk barang 

berupa rumah, mobil dan motor. Namun untuk barang yang sudah 

masuk dalam pegadaian maka akan dilakukan pelelangan, dimana 

pihak PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen akan 

melayangkan surat kepada Pengadilan Agama untuk melakukan 

pelelangan melalui PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen 

2. Apa bila ada kelebihan dari lelang barang jaminan uang kelebihan itu 

akan jadi hak nasabah atau akan masuk ke Pegadaian? 

Jawab : jika terdapat kelebihan uang dan target atau dengan kata lain 

uang pinjaman nasabah setelah diambil untuk pembayaran administrasi 

lelang, pajak lelang dan hutang nasabah. Maka kantor akan 



mengembalikan uang kelebihan nasabah, namun dalam jangka 1 tahun 

tidak diambil kantor akan menghibahkan kepada BAZIS atau lembaga 

sosial Islam yang membutuhkan bantuan, seperti santunan anak yatim 

piatu dan sekolah, dan kaum miskin yang membutuhkan. 

  



Nama  : Urifatul Mina 

Jabatan : Kabag Pemasaran 

1. Bagaimana prosedur lelang barang jaminan nasabah yang tidak mampu 

melunasi angsuran di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah 

Ponolawen? 

Jawab : Awalnya kami dari pihak PT Pegadaian Kantor Cabang 

Syariah Ponolawen, memberikan SP (Surat Peringatan) kepada 

nasabah yang tidak mampu membayar atau melunasi angsuran barang 

jaminan sebanyak 1,2,3 kalau tidak ada respon juga, maka akan 

dilakukan penyelesaian dengan pemanggilan untuk diajak musyawarah 

di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen, jika masih tidak 

mau datang atau sulit diajak musyawarah oleh pihak PT Pegadaian 

Kantor Cabang Syariah Ponolawen tidak ada respon. Maka pihak PT 

Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen akan melakukan 

koordinasi dan permohonan ke kantor pusat untuk dilakukan eksekusi 

oleh pihak pengadilan. 

2. Bagaimana tindakan pihak PT. Pegadaian Kantor Cabang Syariah 

Ponolawen terhadap nasabah yang tidak mampu melunasi hutang 

gadai? 

Jawab : Apabila pihak rahin tidak bisa mampu melunasi atau tidak 

memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan, maka murtahin 

akan melakukan pelelangan/eksekusi terhadap barang jaminan gadai 

milik rahin. Dimana proses eksekusi pelelangan ini sudah melalui 



proses yang panjang mulai dari SP 1,2, dan 3 sampai masa tenggang 

waktu atau tempo dan kebijaksanaan dalam musyawarah antara kedua 

belah pihak. Cara pelelangan ini digunakan untuk menutupi kewajiban 

rahin beserta jasa simpan dan biaya perawatan benda. 

3. Bagaimana sistem lelang di Pegadaian Kantor Cabang Syariah 

Ponolawen? 

Jawab : Untuk sistem lelang barang gadai jaminan bagi nasabah yang 

tidak mampu membayar sampai batas ditentukan atau kredit macet, 

lelang menggunakan sistem lelang naik dan lelang turun, akan tetapi 

jika masih tidak terselesaikan maka sistem lelang akan dilakukan 

dengan sistem jual beli borongan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi 

resiko kerugian diantara kedua pihak, tapi namanya sistem jual beli 

pasti mengikuti harga pasaran dan kadang masih ada kekurangan yang 

harus diselesaikan oleh nasabah kepada pihak PT Pegadaian Kantor 

Cabang Syariah Ponolawen 

4. Kapan waktu dan tempat lelang itu dilakukan? 

Jawab : Untuk pelelangan dilakukan dengan sesuai waktu dan tempat 

yang telah ditentukan yaitu di kantor pegadaian, adapun untuk waktu 

pelaksanaan Pelelangan di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah 

Ponolawen yaitu pada minggu ke 2 dan minggu terakhir dalam waktu 

1 bulan terhitung dari tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 30 / 31, 

tergantung jumlah tanggal yang terdapat pada bulan tersebut. Selain 

pada waktu yang telah ditentukan pelaksanaan lelang di PT Pegadaian 



Kantor Cabang Syariah Ponolawen terkadang melakukan lelang 

sewaktu-waktu (bukan waktu yang ditentukan) 

 

  



 Nama  : Bapak Syukur 

 Jabatan : Kabag Penaksir 

1. Bagaimana sistem lelang di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Syariah 

Ponolawen? 

Jawab : Lelang barang jaminan dilakukan dengan dua sistem yaitu lelang 

naik dan lelang turun. Lelang naik ini dimulai dari harga paling rendah 

kemudian harga akan selalu naik, hasil keputusan ditetapkan jika ada calon 

pembeli yang memberikan penawaran tertinggi yang dinyatakan menang 

dalam lelang. Sedangkan lelang turun, penawaran akan dimulai dari harga 

yang paling tinggi yang ditetapkan oleh panitia lelang. Dimana harga 

tertinggi yang kami maksud adalah harga maksimum. Harga akan 

diturunkan sampai pada batas calon pembeli ingin mengajukan harga yang 

menurut panitia lelang dianggap sebagai harga yang layak 

 

  



 Nama  : Ananda FM 

 Jabatan : Account Officer 

1. Apa yang dilakukan pihak PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah 

Ponolawen apabila surat peringatan yang sudah di berikan kepada nasabah 

tetapi tidak di respon? 

Jawab : Jika sudah diberikan surat pengertian sampai ketiga kali tidak 

merespon panggilan, maka kami akan melakukan visit costumer ke rumah 

nasabah. Dimana nasabah ajakan diajak musyawarah untuk macetnya 

angsuran gadai. Pihak PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen 

waktu selama 15 hari untuk melunasi angsuran yang tertunggak, apabila 

dalam waktu 15 hari tidak bisa melunasi tunggakan angsuran. Maka pihak 

PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen akan melakukan 

penyitaan atau eksekusi lelang, yang akan diajukan dan dilakukan surat 

permohonan kepada kantor wilayah untuk mengajukan kepada pengadilan 

untuk melakukan eksekusi lelang barang jaminan yang tidak mampu 

membayar angsuran atau gadai macet 

2. Apakah ada surat pemberitahuan sebelum pelelangan barang? 

Jawab : Dalam pemberitahuan kepada nasabah lelang kami memberitahu 

paling lama seminggu sebelum tanggal penjualan jika nasabah belum juga 

melunasi dan tidak bisa memberikan keterangan kepada pihak PT 

Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen, akan tetapi sebelum itu 

kami akan melakukan pemberitahuan seperti: surat pemberitahuan pada 

masing-masing alamat nasabah, menghubungi melalui telepon, membuat 



papan pengumuman yang ditempel di kantor. Namun jika semua langka 

itu tidak diperhatikan atau diabaikan oleh nasabah yang tidak mampu 

membayar angsuran, kami akan mengeksekusi barang jaminan mereka 

dengan cara melelang 

3. Bagaimana proses lelang di Pegadaian Kantor Cabang Syariah 

Ponolawen? 

Jawab : Pelelangan barang jaminan akan dilakukan secara lelang naik dan 

lelang turun dimana peserta lelang sudah mendaftar dan dilakukan dimuka 

umum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama. Namun jika barang tidak 

terjual dalam lelang barang jaminan terbuka umum, maka barang akan 

dijual belikan secara borongan. Hal ini dilakukan untuk melunasi hutang 

angsuran nasabah yang tidak bisa dilunasi karena kredit macet 
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Wawancara dengan Ibu Nayla Soraya di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah 
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Wawancara dengan Bapak Satyo Tri di Pegadaian Kantor Cabang Syariah 
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